
a. bahwa sesuai ketenruan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan
Rcpublik Indonesia Nomor :> Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, maka
perlu ditindaklanjuti pelaksanaanya diDaerah;

b. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian Daerah sebagai
akibat. kelalaian dan perbuatan melanggar hukum .yang
dilakukan oleh pihak bendahara, pcgawai bukan bendahara,
pejabat lainnya dan pihak manapun, perlu mernbuat Pel'aLUI<Ul
Daerah tentang Tuntutan Perbcndaharaan dan Tuntutan. Ganti
Rugi.KeuanganDaerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman:a dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Dacrah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntumn Ganti Rugi Keuangan Daerah.

1. Pasal 18. ayat 6 Undang Undang Dusar Negaru Republik
Indonesia TallWl1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1069 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten Kabupaten Otonom
Di Propinsi Irian Barat [Lemharan Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47., Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1"974
Nomor b!), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
NomOI 43 Tahun 1999 tcntang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor I{ Tahun 1974 (L<:.mbaranNcgara Rcpublik indonesia
Tahu n 1999 Nomor 169, Tambahun Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nornor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcny<'\cngM<latl
Negara yang bersih dan be-bas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tarn bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
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S. Undang-Undang Nomor 21 Tshun 2001 tenrang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun QOOl Nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dcngan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 ten tang Penetapan
Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21
Talrun 2001 tentang Otonomi Khusus bag! Provinsi Papua
menjadi Undang-Undang [Lcmbaran Nf'.gara Republik Indonesia
Tahu.n 2008 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

6. Undang-Unrlang Nemer 30 Tahun 2002 Kornisi Pemberantas
Tindak Pidana Koropsi (Lcmbaran Neg-ant Rcpublik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kcuangan
Negara Republik Indonesia. (v.mharan Negara Republik Indonesia
Tahuo 2003 NomOT47, 'rambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 r.entang Perbendaharaan
Negara [Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4355);

9. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 lcntang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

-Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keriangan Anrara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Xepublik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Neg.araRepublik Indonesia Nomor 4438);

Ll .Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20lJ tentang Pembenrukan
Pcraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tnhun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negam
Rcpublik Indonesia Nomor 5234);

1"2.Peratllran Pernerintah Nomor 58 Tabun 2005 tenrang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernharan N<'.gara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara
RepubJik Indonesia Nomor 4578);

13.Undang-Undang NOIDor 23 Tabun 2014 terrtang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia rabun 2014
Nomor 224, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Dacrah (Lcmbaran Ncgara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

14.Peratut"sn Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165. Tamhahan Lembsran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Hi.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (I~mhar;ln Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lernbaran Ncgara Republik
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Indonesia Nom01' 4609), sobagaimana relah diubab dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturen Pemerintah Nomor () Tahun 2006 tentang
Pcngclolaan Barang Milik Daerah (Lcmharan Nogara Republik
Indonesia Tahun. 2008 'NOUlOI' 78, Tarubahen Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4855);

16.Peratulan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pcmerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Interen Pernerintnh [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 48c)());

18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 'l'ahun 2010 tcntang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 NOmOI'74, Tambahan Lembaran Negara I<cpublik
Indonesia Nomor 513!»;

19.Peraturan Presidcn Nomor 87 Tahun 2014 tcntang Pcraturan
Pelaksanaan Undang-Undang NOmOI' 12 'l'ahun 2011 tentang
Pemhentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Nq~I'U-1l.Rcpublik Indonesia 'rahun 2014 Nomor 199);

20.Peratunm Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk IIukum Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraruran Dadan Pemeriksa Keuangan Repu blik Indonesia
Noruor :3 Tahun 2007 tel1taJ1g TAr,A CI'lI'I'lPenyeleaaian (ll'lllrj
Kerugian Negara T('rhadllp Bendahara;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pemhentukan Organisaai Sekretariat Daerah Kabupaten
Manokwari dan Sekretariat Dowan Perwakilnn Daerah
Kabupaten Manokwuri (Lembarun Daerah Knbuparen Manokwuri
Tahun 2008 Nomor 11);

23. Peraturan Daeruh Kabupaten ManokwariNOIIlOI' 13Tahun 2008
tentang Pernbentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di
Lingkungan Pernerintah Kabupaten Manokwari [l.embaran
Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2008 Nornor 13);

24. Peraturan Daerah Kabuputen Manokwuri Nornor 14 Tuhun 2008
tontang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah eli Lingkungan
Perncrintah Kabupaten Manokwari [Lernbaran Daerah
KabupatenManokwnri Tahun 2008 NomOI"14).



Da1<= Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan:
1. Pcmcrintah adalah pcmcrintah Rcpublik Indonesia;
2. Daerah adalah Kabupaten Manokwari;
3. I:'cmcrintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah scbagai Unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupari adalah Bupati Manokwari;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah

I.<:ol1ll);lga nl':"'<'ln Pt>rw::.kil,:,nR;:,kYAT.n<'le,.,~h Kahupararr Ml)nOKw;:,ri sehagai unsur
penyelenggara Pernerinrah Daerah:

6. Satuan Kerja Perangkat DaI.'rM yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Selaku Pengguna Anggaran/
Pcngguna Barang;

7. Inspcktorat Kabupaten Manokwru'i selanjutnya disebut Inspektorat adalah SMuan
Kerja Perangknt Daerah Pengawasan Fungsional dan Apnrat Pcngawasan Internal
Pemcrintah Dacrah;

8. Tuntutan Gunti RU&-l yang selunjutnya disingjetlt TOR adalah suutu proses
tuntunan yang dilakukan terhadap pcgawai ncgeri bendahara dan bukan
bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk pemulihan kerugian
n~g:HB/datll'Bh sehagai akibat Iangsung dari perbuatan melanggar hukum
dan/atau melalaikan kewajibannya;

9. Kcuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
PtmycJC:l1ggaral~Pcmerintah Dacrah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segaJl,I bentuk kekayaan yl'lllg berhubungan dengan hak dan
kewajiben Daerah tersebut;

10. Uang adalah bagian dan kekayaan dncrah yang berupa uang kArt.a.ldan UfUlg
giral;

11. Surat borharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham,
$crtifikat. obligasi, dan surat berharga lain yang sejenis;

12. Barang Negara adalah semua kekayaan atau asci Negara baik yang diDJ.iW-ci
maupun dikuasai, baik yOl'g bergerak maupun yang tidak bcrgcrnk, beserto
b~an-bllgi.annya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai,
dihitung, diukur atau ditinibang termasuk hewan dan tumbuh-uuubuhan,
kecuali liang dan surat-surat berharga lainnya:

13. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas
dcngan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa
barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang
ditunjuk;

14.Kerugian Negara adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berang
berharga dan barang Ncgara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
pcrbuatan melawan hukum baik sengaja rnaupun lalai:

15. Bendnhara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan at-as
llama daerah, menerima. menyimprul, dnn memhnyor/menycrahkan unng at.au
:>uratberharg~ atau barang daerah;

16, Kas Umum DaclM adruah tempnt menyimpnn uang d""mh yang dil:entukan ol"h
Kepala.Oael-.ah untuk menamptmg seluruh pcncrimaan dacTah clan mcmba.YM
sduruh pengeJuaran dael'ah pada BruUcyang ditetapkan:

17, ·Pegawai adalah mcr.cka yang setelah memenuhi syarnt·syarat y~Ulg ditentukan
ll<ll<UIl pcratunul pel1~nclallg-undallgall yang -bcrlaku, difmgkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi t:ugasn('.g~ralainnya yang .ditetapkan bertlillSarkml sualu
peraturan perundang-undnngan;

BAH I
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18. Pegawai Ncgeri adalah seriap \1;arga Negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau discrahi tugas negara lainnya,
dan digaji berdaserkan pcraruran pcrundang-undangan yang bcrlaku;

19. A:hli Waris, adalah ot·ang yang mengganti pewaris dalam kedudukannya terhadap
warisan, hak maupun kcwajiban untuk scluruhnya atau sebagian:

20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat
memberikan keterangan/rnenyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya
yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;

21. Pejabat lainnya meliputi pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang tidak
berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara; .

22. Pil\ak menapun adalah 'pihak yang merugikan keuangan dacrah tcrmasuk pihak
ketiga, sela in bendahara, pegawai bukan benrlahara dan peiabat lainnya;

23. Pcrhitungan ex officio adalahsuatuperhitungan perbcndaharaan yang dilakukan
olch pejabat yang dilunjuk secara ex officioapabila bendahara yang bersangkutan
meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada ill bawah
pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat
pertanggungjewaban setelah. ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai
baras waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat
perhitungan dan pertanggungjawabannya:

24. Penghapusan barang adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna dan. atau .kuasa pengguna barang danr atau pengelola
barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang y-angberada .dalam
pe:ngl1asaannya;

25. Penghentian adalah rnembebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban
seseorang unruk ..menggantikan kerugian daerah yang menurur hukum menjadi
tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan
antara lain meninggal duma tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih,
dinyatakan tidak bersalah olch Pejabat yang berwenang atau alasan lain yang
dapat dipertanggungiawabkan berdasarkan peraruran perundang-undangan:

26. Pcncatatan adalah mcncatar jumlah kerugian daerah yang diproecs
penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan
melarikan diri tanpa diketahui alamaln~a;

27_Banding adalah upaya Bendahara dan/ atau Pcgawai Ncgcri bukan bendahara
dan pejabar lainnya, dan atau pihak manapun yang mencari keadilan kepada
Bupati karena yang bersangkuran tidak puas terhadap keputusan pembebanan
yang ditetapkan TPKN;

28. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untu.k
melakukan tunttltan bcndahara dan atalt Pegawai Negeri bukan Bendabara,
Pejabat lainnya, dan atau pihak manapun dan tuntutan ganti rugi terhadap
pelaku kerugian daerah;

29. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian i'legaraj).)aerah yang hants
dil{embalikan kcpada Negara/Daerah oleh Bendahara dan atau Pegawai Negeri
bukall Bendahara ·(Ian P~jabat Jainn)'<l yang terbukti merumbulkan kerugian
Negaraf ).)aerah;

30. Surat Kece.rangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SIITJM
adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau. bahwa yang
bersangk)ltan bertanggun~awab alas kcrugian daerah yaJlg terjadi dan bersedia
mengganti Kerugiail NegHra/DIl.emhdimaksud da-lamjangka waktu maksimal 40
(empat puluh) hali sejak ditandaiangaru;

31. Surat Ket.er.angan Penetapan Batas Waktu yang selanjuttJya disingkat SK-PBW
ad.alah Slu'at k~lltusan yang dikeluarkan okh Badan Pemeriksa Kimangan



1) Bendahara yang rnelakukun perbuutan melunggar hukum ciani atau melalaikan
kewaiibannya:
a] Tidak melukukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang atau

barang;
b) Tidak membuut perranggungjawaban keuangan utau pengurusan barang;
c) Menerima dan menyimpan uang palsu;
d) Pcnyelewengan dan penggelapan;
e) Pertanggungjawaban atas Iaporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
I) Penyalahgunaan wewenang ataujabatan;
g) Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungiawabnya;
h) Perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan Daerah.

2) Pegawai bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang melakukan perbuatan:
a) Korupsi, Kolusi, dan Nepotismc:
b) Penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
c) Pencurian dan penipuan:
d) Merusakdan menghilangkan barang Daerah;
c) Meninggalkantugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas

belajar;
.I) Meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan;dan
g) Pcrbuatan-perbuatan Iairmyayang.merugikan Daerah.

BAB 1II
S()BYEK DAN OBYEK

Pa.sal3

Ruang Lingkup Tara Cara Ganti Kerugian Daerah rncliputi:
a. Subyek dan Obyek;
b. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan:
c. Penyelesaian Kerugian Daerah;
d. Kadaluarsa;
e. Penghapusan dan Penghentian;
f. Penyetoran i
g. Pelaporan;
h. MlIjelisPertimbangan: dan
i. Sanksi.

Pasal2

BAB 11
RUANO ).,INGKUP

tentang pemberian kesemparan 'kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan
atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Negara/Daerah:

32. Badan Pe-meriksa Keuangan RepubJik Indonesia, yang selanjutnya .disingkat BPK-
1<1adalah Badan Pemeriksa Keuangan J:<epubJikIndonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

33. Asurarrsi Barang Daerah adalab Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Manokwari yang dipertanggungkan pads pcrUs.ahaan asuransi sesuai dengan
kctcntuan pcrundang-undangan yang bcrlaku:

34. Majclis Pcrtimbangan TP-TOI<yang selanjutnya disebur Majelis Pertimbangan
adalah para Pcjabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang
bertugas membaniu Bupati dalam penyelesaian kerugian Negara/Daerah.



(11 Pejabat yang lcarena jabatannya mengetahui adanya kerugian dacrah atau
terdapat sangkaan atau dugaan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum
atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
niestinya .sehillgga mengakibatkan kerugian daerah wajib melaporkan kepada
Bupati d;1Ornemberitahukan. kepada BP~-RTpaling_lamhat 7(tujuh) hari kerja
setelah diketahui.

Pasa16

Bagian Kedua
Pemheritahuan

Informasi Kcrugian Daerah, dapat diketahui dari:
B. Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional dan Aparat Pengawas Internal

Pemcrintah Dacrab:
b. Pengawasan dan atau pembecitahuan atasan langsung atau ~KI:'l)alau aparat

pcmcrintahan lainnya:
c. Hasil verifikasi pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi;
<I.. Pcngaduan dari masyarakat;
e. Pcrhitungan Ex Officio;
[. Pegawai negori benduhara atau bukan bendahara yang menyebabkan kerugian

daerah.

BAD IV
lNFORMASL, PELlI.?ORANDAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesaru
Informasi
t>BsaJ 5

Ohyek kerugian Daerah meliputi:
a. Uang;
b. Barang [termasuk ya.ng diasuransikanl:
c. SUl'at Berharga;
d. Uang atau barang pihak I~ yang dikuasai pemcrintah dacrah dalam rangka

penyelenggaraan pernerintah daerah,

Pasal4

3) Pihak manapun, melakukan perbuatan:

a) Tidak mencpati janji terhadap kontrak [wanprestasi]:
b.) Penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
c) Penipuan.dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung

merugikan Daerah.
4) Dirinjau daripcnycbabnya, karena:

a) Kesengajaan:
b) KelalaiAn;
c) Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
d) Proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut

dan dimakan rayap,
5) Ditinjau dan waktu, yaitu untuk mengetahui apakah Kerugian Negara/Dacrah itu

masih bisa dituntut atnu tidak;
6) Ditinjau dan tcmpat kejadian, yaitu Kerugian Daerah yang teriadi pada Satuan

Kerja Perungkat Dueruh, BUMDdan tempat lainnya,



(J) Apabila proses Tuntutan Perbcndaharaan belum dapat dilaksanakan karena
Bendahara rneninggal duma tanpa ahli waris yaClgdiketahui, arau ada ahli warts
tetapi tidak dapat diminta pertanggungiawabannya, atau bendahara melarikan
diri dan tidak diketahui alamatnya, Bupati merninta ke APK-RT unruk
menerbitkan Surat Kcputusan Pcncatatan.

(2) Dengan diterbitkannya Sural. Keputusan Penca:tatan,. sebagaimana dimaksud
pada ayat (1.), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi
pembukuan.

Pencatatan
Pasa) 10

(1) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dapat dilakukan dengan cara penerbitan
SKTJM yang dikeluarkan oleh Bupati rerhadap bendaham; ahli waris arau
pengampu dcngan cara·pengembaliankerugian secant tunai.

(2) Pcrnbayaran secara tunai dilakukan paling lambat 40 han sejak
ditandatanganinya SlITJMdan disertai jaminan barang yang nilainya cukup dan
/atau setara.

(3) Apabila bcndabara tidak 'dapat melaksanakan pembayaran secara tunai dalam
waktu yang ditetapkan dalam SlITJM sebagaimana.dimaksud pada ayat (1),maka
barangjaminan yang menjadi barang agunan sctolah tcrbitnya Surat Keputusan
Pernbebanan maka dapat dijual sesuai dengan pcraturan pcrundang-undangan
yang berlaku.

(4) Apabila tcrdapat kekurangan dad hasil penjualan barang scbagaimana dirnaksud
pada ayat (3), tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan, dan
apabila terdapat kelebihan dan penjualan barang tersebut akan dikembalikan
kopada Bendahara yang bersangkutan.

(5) Pelaksanaan eksekusi terhadap Keputusan Tunt.utan Perbendaharaan
dilaksanakan oleh MajelisPertimbangan.

Pasal9

BABV
PEl'll'ELESAIAN KERUGfAN NEGARA/DAERAH

Bagi,)nKesatu
Penyelesaian Tuntutan Pcrbcndaharaan

Pasal S
Setelah diketahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka Aparat
Pengawas Fungsional dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dacrah dapat.
melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi kcrugian daerah.

Pemeriksaan tcrhadnp pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
didasarkan pada kenyataansobonarnyadanjumlah korugiandacrah yangpasti.

Bagian ketiga
Pemeriksaan

Pasal 7

(:2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mclaporkan dalam jangka
-waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas
dan kewajiban dan dapat.dikcnakan tindekan hukuman disiplin. .



(1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa dilakukan bcrdasarkan hasil pengumpulan bahan­
bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai yl.ti1g bcrsangkutan,

(2) Tuntutan Ganti Rugi lJiasa dapat dikenakan kepada ahli waris, tcrhadap harta
pewaris yan.gsudah atau akan diterimanya.

(3) 'Turirutan Ganti Rugi terhadap ahli waris ditctapkan olch Bupati bcrdasarkan
hasil penelitian ~fajelis Pertimbangan,

Pasal13

Paragraf Z
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal12

(1) Penyeleeaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damei
olch pcgawai atau ahli waris baik sekaligus (tunBi) atau angsuran.

(2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara
angsuran paling lambet 2 [dua] tahun sejak ditandatanganinya S!{TJM dan
disertai jaminan uuran!: yang nilainya cukup.

(3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pcmotongan gaji dan atau
penghasilan yang dilengkapi dengan:
II. surat Kuasa pemotongan gaji dan atau pcnghasilan; dan
b. jaminnn bnrang dilengkapi Surat kepemilikan yang sah scrta Surnt Kuasu

Menjual.
(4) Apnbihl pcgawai yang bersangkutan tidak dapat meleksanakan pcmbnyaran

angsuran dalam waktu yang ditctapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan
perubayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Apabila terdapat kekurangan dati hasil pcnjualan barang dimaksud pada ayat (4),
tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapar
keleblhan dar! penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada hendahara
yang bersangkutan.

(6) Peleksanaan cksokusi terhariap Keputusan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan
oleh Majelis Perrim O<'l1lgnn.

Paragraf 1
Upaya Darnai

Pas",1 11

Pcnyclcsaian 'Iurrtutan Ganti Rug! dilaksanakan dcngan upaya:
a. Damai;
h. Biasa; dan
c. Peneatatan.

B<lgiankedna
,. Penyclcsaian Tuntutan Ganti Rugi

Pegawai Bukan Bendahara,Pejabat lainnya
atau Pihak Manapun

(3) Torhadap bendahara sobagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-wakru dapat
ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat
diminta peetanggungjawabannyeetau upays pcnyctoran kc kas Daerah.



(1) Pcgawei ya.ng bertanggung jawab atas rerjadinyu kehilangan barang Daemh
(bcrgerak/tidak hCl'gerBk)wajib melakukan pergantiru1 daJam bcntuk l.lang Ata.U
banUlg sesuai dengan care perga.lltian kerugian yang tclah ditctapkan scsuai
dengan ketenlmm yang bc.rlaku.

(2) PerganCian l<er.ugi'tTl dengan bentuk barang sebagaimana dimak;,ud pada ayat (1)
dilakukan khusus terhadap be.rang be,gerak berupa' kendaraan bennuLOr Toda 4

Paragraf3
PenyelesaianTuntutan Ganti Rugi

Barang Daerah

Pasal16

(1) Apabila usaha untuk rnendapatkan pengganuan kerugian dalam upaya damai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat, (1) ridak berhasil, maka proses
Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara terrulis oleh Bupati kepada pe.,gawai
yung bcrsangkutan dengan rnenyebutkan:
A.. Identitas pelaku;
b. .Jumlah kcrugian yang didcrita oleh daerah yang harus diganti;
c, Sebab-sebab serta alasan penunrutan dilakukan: dan
d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatarr/pembelaan diri

selama 1,4[cmpat hclas] had terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oren
pegawat yang bersangkutan.

(2) ApabilA pegawal 8~htlgi'limAnA dirnakaud pada ayat (1I nA1Am baras wakru 14
[empat betas] hari tidak Inengqjuk;m keberatanj'pembelaan diri namun tidak
dapat membebaskannya sama sel,aIi duri kesalahan/kelalaien, maim Bupati
menetapkan Keputusan Pembebanan Oanti Rugi.

(3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan oanti Rugi, Bupati mclaksenakan
pcnagihan stas pernbayaran ganti rugi kepada pega,vajyang bel·sangkutan.

(4) Kepufusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cam;
n. Memberi izi.n untuk rnengangsur dan dilunaskan paling lambul :2 [dua] tahun,

cpabila memotong gaji dan/ atau penghasilan la.innya kepada yang
bersangkutan:

b. Disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup; dan
c. Apnbila dianggnp porlu dapat merninta bant.uan kepada yang herwajib untuk

melakukan penagihan pengembalian kcrugian:
(5) PermohoI1.lln h,lnding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling

Iambat 3U (uga puluh) han sctelah diterimanya Kcputusan Pembebanan oleb
pegawaiyang bersangkutan.

(6) Apabila permohonan banding sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) ditorima,
Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali,

('I) Keputusan Tingkat Banding dari pejabar yang berwenang dapar berupa
memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau
mcnambahj mcngurengi besaran jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang
bersangkutan.

Pasal 15

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi scbagai akibat pcrbuatan mclanggar hukum atau
ruelalaikan kewajiban vang dipersalahkan kepadanya danj'atau tidak menjalankan
kewajibannya sebagairnana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serra ada
hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara
langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis
Pertimbungan,

Pasal14



(1) Kewajiban bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak
manapun untuk membayarganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam 5 (lima)
tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan] tahurr
sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. terhadap yang
bersangkutan.

(2) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak
manapun yang dikenai tuntutan ganti kerugian Negara/Daerah berada dalam
pcngarapuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan
terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hakJahli waris,
terbatas pada kekayaan yang dikelola at:m diperolehnya, yang berasal dati
bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun yang
bersangkutan.

(3) 'I'anggungjawabpengampujyang memperoleh hak/ahli waris unruk membayar
ganti kerugian daerah sebagaimanadjmaksud pada ayat (2)menjadi kadaluwarsa,
apabila d'alfUnwaktu ~ (tiga) tahun sejak kcputusan pengadilaJl yang melletapkan
pengampunan kepada bendahara, pcgawai bukan benda-hal's" pejahat, lain. ata'll
pihak manapun, yang bersangkutan diketahui mel;uikan diri atau meninggal
dunia, pengatnp:Cl.iyangme,mperoleh hak/waris tidak diberilahu olch pejabat yang
'herwe.nrulg mengenai adanya kCnlgian ,daerah.

BABV!
KADALUWARSA

Pasal18

i1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ada ahli waris, atau .ada ahli waris tetapi
tidak dapat 'diminta pertanggungjawabannya, Bupati menetapkan Keputusan
Pencatatan setelah rnendapat pertimbangan Majel.is.

(2) Bagi pegawai yang melarikan diri, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap
keluarga atau orang lain yang menguasai harts yang ditinggalkan olch pcgawai
yang bersangkutan.

(3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan
'dikcluarkan cl811Administrasi Pcmbukuan,

(4) Pcncatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 12) sewaktu-waktu dapat ditagih
apabila.yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Pencaratan
PasaJ 17

[empaf] dan roda 2 (dua), berdasarkan nilai taksiran (taksasi] harga benda dengan
cara tunal atau angsuran paling lama 2 [dual tahun apabila disertai dengan
jaminan barang yang nitainyacukup.

(3) Penggantian kerugian dalarn bentuk uang dapat dilakukan rcrhadap barang jlang
tidak bergerak atau yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dengan
cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan barang
yang nilainya cukup.

(4) Nilai taksirun (taksasi] jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk
uang maupun barang sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diterapkan sesuai
dengan ketenruan yang berlaku.

(5) Apabila berdasarkan hasil penelitian Maielis Pertimbangan biaya pelaksanaan
tuntutan ganti rugi barang lebih besar dibandingkan dcngan uang yang akan
diterima nleh daerah, maka Bupari dapat meniadakan tuntutan ganti rug! barang
daerah dan selanjutnya memberitahukan ke DPRD. "

[6) Penyelesaian kerugian daerah untuk barang daerah yang diasuransikan diarur
'IebihIanjut denganPeraturan Bupati,



(I) Bupati membentuk Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan 'Tunmten
Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi.

(2) MajelisPertimbaIlgan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)susunan keanggotaan
terdiri dan: (di sesuaikan dengan I:'J:o,;j{MI£NI)AG~lno ':j/9',)
a. Sekretaris Daerah, selaku.ketua .merangkap ariggota;

Pas,'lJ 22

BABX
MAJELIS PERTIMBANGAi'l'

Majclis Pcrtimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi
mcnyampaikan laporan porkcmbangan pcnyelesaian Kerugian Daerah sctiap triwulan
dan tahunan kepada Supan dan DPRD,

Pasa121

I3AI3IX
PELAPORAN

Pasa120
(I) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik KerugianDaerah

rnaupun hasil penjualan barangjaminan harus melalui KasDaerah,
(2) Dalam kasus KerugianDaerah yang penyelesaiannya melalui pcngadilan mengacu

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ponyetoran Kcrugian Daerah y::mgbcrasal dati Badan usaha MilikDaerah/Badan

Layanan umum Daerah, setelah diterima Kas Daerah .segera dipindahbukukan ke
Rekening BUMD I BLUD yang bersangkutan.

RAR VHf
PJ:o,;NY1';']'0KAN

(1) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya, pihak
manapun, ataupun pengarnpujyang memperoleh hak/uhli waris yang
berdasarkan Keputusan Bupati tenLangPembebanan Ganti Rugi, apabila lidak
mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Bupati untuk penghapusan atau 'pemherhentian atas kewajiban
membayar ganti rugi.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (11.Bupati mengadakan penelitian
yang dilokukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila temyata yang bersangkutan
mcmang tidak mampu, maka Bupati menghapuskan atau menghcntikan
kewajiban mengganti kerugian kernudlan mernberitahukan kepada DPRD
Kabupaten Manoki...ari tentang penghapusan Tuntutan Perbendaharaan
/,I\mtutan Ganti Rugi balk sebagian ataupun seluruhnya.

(3) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara; pejabat Jainnya .atau pihak
manapun, yang berdasarkan Keputusan Bupali tentang Pernhehanan Ganti Rllgi
ternyata meninggal dunia tanpa ahli warisdanl atau dinyatakan tidak cukup atau
tidak mempunyai harta warisan, maka Majelis Pertirnbangan, menyampaikan
basil penelitian kcpada Bupati,

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan, yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat l2) dan ayat (3) ternyata tidak mampu, maka
Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan dan penghentian ganti. rugi
baik sebagian-atau seluruhnya dengan persetujuan DPRD. .

Pa;;ai'19

BAB vn
PF;NGHAPUSAN DAN f'~;NGH~·N'l'll\N



(1) Kerugian Daerah yang tidak dapal diselesaikan oleh PernerintahDaerah dapat
diserahkan penyelesaiannya melalui pcngadilan dengan mengajukan gugatan
perdata.

Pasal24

BAB XI!
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila Bupati menerima laporan tentang 'keruglan daerah dari pejabat Inspektorat
Kabupaten Manokwari dan oleh Majelis Pertimbangan dilakukan penelitian tentang
kebenaran adanya kerugian daerah, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi
kepada bendahara, 'pegawai bukan bendahara atau pejabat Jainnya sesuai dengan
peraturan pcrundang-undangan yang berlaku,

Pasal23

BAR XI
SANKSI

(7) Tambahan ayat diatur lebih Ianjut dengan PERBUP

b. Inspektur Kabupaten, selaku wakil ketuamerangkap anggota;
c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengclolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku

Sekretaris;
d. AsisteriBidang Pemerintahan selaku anggota;
e. AsistenBidangAdministrasiselaku anggota;
f. Asislen Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial selaku

anggota;
g. KepalaBadanKepegawaiandan DiklatDaerah, selaku anggota;
h. Kepa1aBagian Umum, selaku anggota;
1. Kepala Bagian Hukum dan Ham, selaku anggota; dan
j. Inspektur Pembantu 1,.11,HI dan IV solaku anggota.

(3) Anggora majelis pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan
sumpah/janii dihadapan Bupati.

(4) Tugas Majelis Perumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
berikut:
a, Mcngumpulkarr, mcnatausahakan, menganaliais serta mengevaluasi k"SU5

Tuntutan Perbendaharaan- Tuntutan Ganti Rugi vang diterima;
b. Memproses dan melaksanakan penyelesnian Tuntutan Pcrbendaharaan­

Tuntutan Ganti Rugi;
c. Memberikan saran/pertimbangan Tuntutan Pcrbcndaharaan - Tuntutan Ganli

Rugi kepada Bupati atas setiap kasus yang menyengkut Tuntutan
Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rngi;dan

d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan .penyelesaian kasus
kerugian Daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur
-Jenderal Billa Administrasi Keuangan Daerah.

(5) M"Iielispertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang
diterapkan dengan Kepuursan Bupati.

(6) Majclis Pertimbangan dan Sckrctariat karcna tugasnya, maka masing-masing
personil wajib diberikan penghargaan berupa tunjangan insentif yang bcsarnya
disesuaikan -dengan kemampuan .keuangan daerah yang ditetapkan dengan
Keputirsan Bupati,
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Pasal26

BABXIV
KETRNTUANPBNUTUP

Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyclcsaian sebelum berlakunya
peraturan daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang herlaku.

Pass] 25

BABXITI
KETENTUAN PERALH!A]'\

(2) Apablla kcrugian Daerah y::mg tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi pidana,
Bupati menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

(3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah
terhadap Pelaku atau Pcnanggungjawab kerugian daerah,



1. UMUM
Keuangan Negara/Dacrah merupakan kekayaan yang dimiliki negaraj'daerah

untuk di kelola, dimanfaatkan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan otonomi
daerah, beragamnya kekayaan yang dimiliki oleh daerah baik berupa liang, surat
berharga dan barang neg9.l'ajdaerah rnenjadi modal dalam perencanaan dim
penggunaan kcuangan ncgara/ daerah.

Keuangan NegarajDaerah yang dikelola, dapat berkurang apabil» penggunaan
barang negarajdaerah tersebut tidak didasarkan pada ketentuan pcraturan
perundang-undangan, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat
lainnya mcnjadikan subyek dalam kerugian negaraj'daerah, kerugian tcrscbur dapat
discbabkun kart ..'lJ.(l adunya kelalaian dan perbuatan mclawan hukum dati subyek
kerugian negara/ daerah, unluk penyelesaiannya Lelah diatur dengan Peraturan
Daerah ini.

Sejruan dengan hal rorscbut diaraa, eteknvitas dan daya bcrlaku Peraturan
Daeruh dimaksud, belum dirasakan oleh Pomerintah Kabupaten Manokwari dalum
hal ini mengembalikan kerugian dacrah, dalam pcrkcmbangan pcrundang-undangan,
terdapat aturan baru 'yAng harus di implernentasikan daerah dawn Peraruran Daerah
mengonat kenJgiAn lillel'""h,aturan-aturan tersebut anrara tain :
1. undang-undang Nomor 1 'rnhun 2004 tentang Perbendnharaan NcgAra [Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia. Nomor 43fi51;

2, Undang-undang NOll101' 15 Tahuu 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Kcuangan Negara [l..ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3, Peraturan Pernerintah Republik Indonesia NOIUM 58 'rabun :2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (LembllOANegura Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);

4, Pcraturan Pcmcrintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tenrang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200() Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4(09);

5, Pcraturan Mcntcri Dalarn Nogcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdornan
Pengelolaan Keuangan Daeruh scbagairnana telah diubah deengan Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tcntang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pcngclolaan
Keuangan Daerah.

6, Peraturan Badon Pcmeriksa Keuangan Nornor 3 Tahun 2007 ten tang Tata Cara
Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara.

Peraturan tersebut di 'ItOS, harus diakomodir dalam suatu Peraturan daerah tentang
tata cara ganti kerugian daerah sehingga apabila 'kdentuan-ketentuan diatas tnenjadi
bagian dari Peraturan 'Daerall, terjadinya kefugilUl ua('rah dapar dengan s(:gem
disdesaikall sesuei dellgan pej'aturrui perundang-undanga.n,

Pengattu:an-pengati.tran dalam I'en~t.uran J)aerah ini selain dipapA,.kannya taL"!
cara ganti kerugian dael'ah juga mengatur t~ntang pembe1ian ",ank!li administmsi,
sanksi disiplin dAn upaya paksa se.rta khusus kcruf,\la.nJ.1crbcndaharaan dilaporkAn
kepada BPK:Rl (hUl apribila ditemukan unsur pidana maka diselesaikan dengan
pemturan perundSing-undangan,

TENTANG

TtJNTUTANPERBENDAH~ DANTUNTUTANGANTIRUGI

KEUANGAN NEGMtA/DAERAH

PENJELASAN ATAS

I'ERATURAN DAERAH KlillUI'ATENMANOKWART

NOMOR4 TAHUN2016



Cuku pj elas

Pasal9

ayat (1)

Cukupjclas

ayar (?)

Cukup-jelas

ayat (3)

Cukupjelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukupjelas

PaS-'ll 10

ayat {1l
Cukup jetas

Cukup jelas

Pasa15

Cukup jelas

Pasa16

ayatIl )
Cukupjelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasai7

Cukup jelas

Pasal8

Cukup jelas

Pasal3

Cukupjelas

Paslli 4

tstilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat
keseragaman pengerrian Mas isi perarnran ini, sehingga dapat menghindarkan
kesalahpahaman

Pasa12

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal L



ayat (3)
Cukupjelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasa115

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat {2)

Cukup jclas

ayat (3)
Cukupjelas

ayat (4)
Cukupje1as

ayal(5)

Cukup jelas

aYEl'L (6)

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)
Cukupjelas

ayat (2)

Cukupjelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas



Pasal17

ayal (1)

Cub..up jelas

ayat (2)

Cukupjelas

ayat i3)

Cuku p jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal18

ayat (1)

Cukupjelas

ayat (2)

Pasal Ifi

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat i5)

Cukupjelas

ayat (6)

Cukup jelas

"Pit (4)

Cukup jclas

ayat (5)

C1.11nlp j clas
ayat (6)

Cukupjelas

ayat (7)

Cukup jelas



ayat (1)

Cukup jclas

ayat, (:2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayal (6)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal20

ayat (1)

Cukup jelas

ayal (2)

Oukup jelas
ayAt (3)
Yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUO) adalah instansi di
lingkungan Pernerintahan yang dibentuk untuk mcmberikan pclayanan kepada
masyarnkat bcrupa penyediaan barang danyatau jasa yang dijuaJ tanpa
mengutamakan rncncari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip eflsien dan produktivitas.

Pe.sal21

ayat (2)

Cukup jclas

ayat (3)

ayat (1)

Cukup jelas

Pasa119

Cukup jelas

Cukupjelas

ayat (3)



Pasal23

Cukup jelas

Pasal24

ayat (1)
Cukup jelas

ayar (2)

Cukup jcllls

ayat (3)

Cukupjelas

Pasal25

Cukup jelas

Posal26

Cukup jelas
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